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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian pembahasan sebelumnya, maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Wanprestasi dalam perjanjian jaminan fidusia terjadi akibat tidak dipenuhinya 

kewajiban debitur, khususnya dalam hal pembayaran angsuran sesuai dengan 

perjanjian pembiayaan. Wanprestasi dalam perjanjian jaminan fidusia terjadi 

karena debitur tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan 

dalam perjanjian pembiayaan, khususnya terkait pembayaran angsuran. 

Dalam Putusan Nomor 142/Pdt.G/2021/PN.Pbr, debitur terbukti melakukan 

cidera janji sehingga memberikan hak kepada kreditur untuk menuntut 

pemenuhan prestasi dan pelunasan piutang. Secara yuridis, PT Mega Central 

Finance (PT MCF) sebagai penerima fidusia tetap memiliki kedudukan 

sebagai kreditur preferen karena telah memiliki hak kebendaan atas objek 

jaminan fidusia. Hak preferen tersebut memberikan prioritas kepada kreditur 

untuk memperoleh pelunasan piutang dari hasil eksekusi objek jaminan 

fidusia. Meskipun objek jaminan berada dalam penguasaan negara akibat 

perkara pidana, kedudukan hukum kreditur sebagai penerima fidusia tidak 

hapus dan debitur tetap bertanggung jawab untuk melunasi kewajibannya. 

2. Dalam Putusan Nomor 142/Pdt.G/2021/PN.Pbr, majelis hakim pada 

prinsipnya tetap mengakui adanya hubungan hukum antara kreditur dan 

debitur serta adanya wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. Namun 
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demikian, pelaksanaan hak kreditur atas objek jaminan tidak dapat dilakukan 

secara serta-merta karena objek tersebut berada dalam penguasaan negara. 

Dengan demikian, putusan tersebut menunjukkan bahwa pengakuan hak 

secara yuridis tidak selalu diikuti dengan kemudahan dalam pelaksanaan 

(eksekusi) hak tersebut. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2021/PN.Pbr 

menunjukkan bahwa pengakuan hak kreditur secara hukum tidak selalu 

diikuti dengan kemudahan pelaksanaan hak tersebut dalam praktik. 

Penguasaan objek jaminan oleh negara menyebabkan kreditur tidak dapat 

melakukan eksekusi secara langsung terhadap objek fidusia meskipun 

memiliki sertifikat jaminan fidusia dan hak preferen. Kondisi ini 

menimbulkan hambatan yuridis dan ketidakpastian hukum dalam 

penyelesaian wanprestasi. Akibatnya, kreditur harus menempuh alternatif 

upaya hukum lain, seperti gugatan ganti rugi atas dasar wanprestasi maupun 

perbuatan melawan hukum untuk memperoleh pemulihan kerugian. Putusan 

ini juga menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap kreditur dalam 

jaminan fidusia belum sepenuhnya efektif, terutama ketika terjadi benturan 

antara hak kebendaan kreditur dengan kewenangan negara dalam proses 

pidana. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan koordinasi antar 

aparat penegak hukum guna menciptakan kepastian hukum serta 

perlindungan yang seimbang bagi kreditur, debitur, dan negara. 

B. Saran 

 

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka saran 

yang diberikan dalam penelitian ini, yaitu : 
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1. Debitur selaku pemberi jaminan seharusnya berkewajiban untuk memelihara 

agar benda jaminan yang secara fisik ada pada penguasaan dan tetap dalam 

kondisi yang semestinya. Dengan demikian, debitur (pemberi fidusia) wajib 

mengganti benda jaminan apabila benda tersebut rusak, hilang, atapun telah 

beralih penguasaannya. Kelalaian atas benda jaminan adalah tanggung jawab 

debitur, termasuk jika memang debitur melakukan perbuatan melawan 

hukum pidana yang bias berakibat dirampasnya benda yang menjadi objek 

jaminan fidusia, dan seharusnya saat objek jaminan dirampas untuk dijadikan 

barang bukti oleh negara maka pihak debitur wajib melaporkan hal tersebut 

kepada pihak kreditur agar pihak kreditur mengetahui hal tersebut. 

Perusahaan pembiayaan disarankan untuk lebih selektif dan aktif dalam 

melakukan pengawasan terhadap objek jaminan fidusia, khususnya kendaraan 

bermotor yang masih berada dalam penguasaan debitur. Pengawasan tersebut 

dapat dilakukan melalui monitoring berkala, pelacakan administrasi 

kendaraan, serta penilaian terhadap itikad baik debitur selama masa perjanjian 

berlangsung. Selain itu, perusahaan pembiayaan juga perlu mencantumkan 

klausul mitigasi risiko pidana dalam perjanjian pembiayaan, terutama terkait 

larangan penggunaan objek jaminan untuk tindak pidana serta konsekuensi 

hukum apabila objek fidusia disita oleh negara akibat perbuatan melawan 

hukum debitur. Klausul tersebut penting guna memberikan perlindungan 

hukum yang lebih jelas bagi kreditur sebagai penerima fidusia yang beritikad 

baik. 
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2. Perlu adanya pengaturan yang lebih tegas dan komprehensif mengenai 

prioritas antara kepentingan negara dalam perkara pidana dan hak kebendaan 

kreditur dalam jaminan fidusia. Kejelasan norma ini penting untuk 

menghindari konflik kewenangan serta memberikan kepastian hukum bagi 

para pihak, khususnya kreditur dalam mengeksekusi objek jaminan. 

Diperlukan peningkatan koordinasi antara aparat penegak hukum di bidang 

perdata dan pidana, agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan terhadap 

objek yang sama. Sinergi ini penting guna menjamin bahwa penegakan 

hukum tidak menghambat pelaksanaan hak pihak lain yang sah secara yuridis. 

Akademisi dan regulator disarankan untuk mendorong adanya sinkronisasi 

dan harmonisasi antara ketentuan Pasal 39 KUHAP mengenai penyitaan 

dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. 

Sinkronisasi tersebut diperlukan agar pelaksanaan penyitaan dalam perkara 

pidana tetap memperhatikan hak kebendaan kreditur sebagai pemegang 

jaminan fidusia yang memiliki kedudukan preferen. Dengan adanya 

pengaturan yang lebih jelas dan terintegrasi, diharapkan tercipta kepastian 

hukum serta perlindungan yang seimbang antara kepentingan penegakan 

hukum pidana dan perlindungan hak pihak ketiga yang beritikad baik, 

khususnya perusahaan pembiayaan sebagai penerima fidusia. 
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